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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. NRW telah 

melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku 

dan bagaimana perhitungan untuk jumlah pajak penghasilan PT. NRW setelah 

dilakukan analisis. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. NRW. Objek 

Penelitian  yang  digunakan  adalah  laporan  keuangan  PT.  NRW  tahun  2021 

menurut komersial maupun fiskal, perhitungan PPh Badan terutang, serta PPh Pasal 

28A/29. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan 

mengumpulkan data melalui penelitian lapangan (observasi dan wawancara) 

terhadap pihak perusahaan dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa terdapat beberapa koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan 

tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terjadinya 

perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak dan PPh Badan terutang setelah 

dilakukan analisis. 
 

Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan, Pajak Penghasilan Badan. 
 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this study is to determine whether PT. NRW has carried out fiscal 

reconciliation in accordance with applicable current tax regulations and how to 

calculate the amount of income tax for PT. NRW after analysis. The research 

subjects in this study is PT. NRW. The research object used are the financial 

statements of PT. NRW 2021 according to commercial and fiscal, calculation of 

corporate income tax payable, as well as Article 28A/29 income tax. This study used 

a descriptive research design by collecting data through field research 

(observations and interviews) on the company and library research. The results of 

this study state that there are several fiscal corrections made by companies that are 

not in accordance with applicable current tax regulations so that there are 

differences in the calculation of taxable income and corporate income tax payable 

after analysis. 
 

Keywords: Fiscal Reconciliation, Financial Statement, Corporate Income Tax.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A.   Permasalahan 

 

1.    Latar Belakang Masalah 
 

Pajak  merupakan  iuran  yang  dibayarkan  kepada  Kas  Negara  yang 

bersifat wajib (dapat dipaksakan) yang dilakukan Wajib Pajak  (WP) baik 

Orang Pribadi (OP) maupun badan berdasarkan undang-undang dan dapat 

digunakan  untuk  keperluan  negara  agar  terciptanya  kemakmuran  rakyat. 

Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar bagi 

Indonesia. Menurut Rahayu (2017), pajak di Indonesia memiliki 2 fungsi 

yaitu, fungsi Budgetair, dimana pajak dipergunakan untuk membiayai seluruh 

pengeluaran rutin maupun pembangunan. Fungsi Regularend, dimana pajak 

dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di dalam bidang sosial 

dan ekonomi maupun di luar bidang keuangan. 

Terdapat beberapa jenis penerimaan pajak seperti, Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea 

Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB).  Menurut  Undang- 

Undang  No.  36  Tahun  2008,  Pajak  Penghasilan  (PPh)  merupakan  pajak 

Negara yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis  yang 

diperoleh oleh Wajib Pajak (WP), berasal dari dalam maupun luar Indonesia, 

yang digunakan untuk konsumsi atau yang dapat menambah kekayaan bagi 

Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak 

yang berkontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia 

dibandingkan jenis penerimaan pajak lainnya. 

Pajak Penghasilan (PPh) dibebankan kepada Subjek Pajak atas suatu 

penghasilan yang diperoleh dalam periode satu tahun pajak tertentu. Subjek 

Pajak dalam pajak penghasilan ini meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) 

maupun  Wajib  Pajak  Badan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Dari
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beberapa Subjek Pajak yang ada, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Badan 

merupakan salah satu wajib pajak yang berkontribusi lebih besar jika 

dibandingkan dengan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi (OP). 

Wajib Pajak Badan dikatakan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar 

dikarenakan badan didaftarkan secara formal sehingga fiskus dapat 

mengidentifikasi aktivitas maupun keberadaan dari badan (perusahaan) 

tersebut. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, fiskus cenderung 

kesulitan untuk memastikan bahwa data yang diberikan terkait penghasilan 

kena pajak tersebut benar-benar sesuai dengan transaksi ataupun aktivitas 

yang dilakukan Orang Pribadi tersebut. 

Untuk memaksimalkan penerimaan negara dari pajak penghasilan badan 

dibutuhkannya   kepatuhan   wajib   pajak   badan.   Di   Indonesia   saat   ini 

menerapkan salah satu sistem perpajakan yaitu self assessment system. Sistem 

ini mengajak Wajib Pajak Badan untuk berperan aktif dalam menjalankan 

kewajiban  perpajakannya,  mulai  dari  mendaftar,  menghitung,  membayar, 

serta melaporkannya sendiri terkait pajak penghasilan terutang yang dimiliki 

suatu   badan.   Dengan   diberlakukannya   sistem   tersebut,   dikhawatirkan 

sebagian wajib pajak memiliki pengetahuan yang minim akan adanya 

perubahan   peraturan   perpajakan   yang  baru   diterapkan  oleh  Direktorat 

Jenderal  Pajak  (DJP)  terhadap  tahun  pajak  tertentu.  Dengan  pengetahuan 

yang minim tersebut, dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam 

menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) maupun Pajak Penghasilan (PPh) 

badan yang dihitung sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Untuk dapat menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) maupun Pajak 

Penghasilan (PPh) badan, perusahaan perlu membuat laporan keuangan. 

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan disusun berdasarkan Standar 

Akuntansi  Keuangan  (SAK)  yang  berlaku,  yang  sering  disebut  dengan 

laporan   keuangan   komersial.   Informasi   yang   disajikan   dalam   laporan 

keuangan komersial dibutuhkan oleh pihak tertentu, baik pihak dari dalam 

perusahaan maupun pihak dari luar perusahaan. Selain menyusun laporan 

keuangan  komersial,  perusahaan  juga  akan  menyusun  laporan  keuangan
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fiskal. Tujuan disusunnya laporan keuangan  fiskal  yaitu untuk memenuhi 

kewajiban perusahaan dalam memperhitungkan besarnya Pajak Penghasilan 

(PPh) terutang badan dalam satu tahun pajak tertentu. 

Laporan keuangan fiskal disusun oleh perusahaan berdasarkan laporan 

keuangan komersial khususnya laporan laba/rugi yang telah dibuat, dengan 

melakukan penyesuaian terkait hal-hal yang berada di dalam peraturan 

perpajakan   agar   mendapatkan   laba/rugi   menurut   fiskal.   Penyesuaian 

dilakukan karena terdapat perbedaan dasar penyusunan laporan keuangan 

menurut komersial yang berdasar pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

sedangkan laporan keuangan menurut fiskal berdasar pada undang-undang 

perpajakan. 

Penyesuaian yang akan dilakukan terhadap laporan laba/rugi komersial 

adalah  dengan  melakukan  rekonsiliasi  fiskal.  Tujuan  dilakukannya 

rekonsiliasi fiskal yaitu untuk mendapatkan laba/rugi secara fiskal agar dapat 

menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar pengenaan pajak 

penghasilan badan. Perusahaan akan melakukan koreksi fiskal terhadap 

beberapa transaksi yang dapat ataupun yang tidak dapat diakui menurut pajak. 

Koreksi fiskal dapat dikategorikan menjadi dua yaitu beda tetap (permanen) dan 

beda waktu (sementara). Koreksi fiskal juga dapat berupa koreksi fiskal positif 

maupun koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif maupun negatif terjadi 

apabila mengalami kenaikan ataupun penurunan terhadap laba fiskal. 

Setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal, wajib pajak badan dapat 

menghitung besarnya pajak penghasilan terutang pada satu tahun pajak yang 

bersangkutan. Untuk menghitung pajak penghasilan terutang, Penghasilan 

Kena Pajak (PKP) dapat dikalikan dengan tarif PPh badan yang berlaku. Tarif 

PPh badan banyak mengalami perubahan. Sejak tahun 2009, tarif pajak yang 

dikenakan yaitu sebesar 28% yang tertera di dalam UU No. 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan. Kemudian mengalami penurunan tarif sebesar 3% 

untuk tahun pajak 2010 menjadi 25%. Dengan adanya pandemi Covid-19 di 

Indonesia, pemerintah menurunkan tarif PPh badan melalui Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020. Penurunan
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tarif PPh badan untuk tahun pajak 2020-2021 menjadi 22% dan 20% untuk 

tahun pajak 2022. Kemudian dilakukan revisi melalui Undang-Undang (UU) 

No.  7  Tahun  2021  yaitu  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  yang 

biasa disebut dengan UU HPP. Dengan adanya UU HPP ini, membuat tarif PPh 

badan untuk tahun pajak 2022 berubah menjadi 22%. Ini berarti untuk tahun 

pajak 2020, 2021, dan 2022 terdapat kesamaan tarif yaitu sebesar 22%. 

Berdasarkan   latar  belakang   yang  telah   diuraikan  di   atas,   dengan 

kurangnya pengetahuan mengenai perubahan peraturan perpajakan yang baru 

dan dengan adanya perbedaan pengakuan, perlakuan, dan pencatatan 

penghasilan maupun beban dalam laporan laba/rugi komersial maupun fiskal. 

Wajib pajak badan dituntut untuk dapat menambah pengetahuannya terkait 

undang-undang  perpajakan  yang  baru  maupun  yang  masih  berlaku  untuk 

tahun pajak tertentu dalam memperhitungkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan badan. Maka, penelitian ini akan 

dibahas kembali dengan menyertakan contoh perusahaan yang akan dianalisis 

yaitu PT. NRW yang bergerak dalam bidang manufaktur dengan judul 

penelitian “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT. NRW 

Dalam Menghitung PPh Badan Terutang Untuk Tahun Pajak 2021.” 

 
 

2.     Identifikasi Masalah 
 

Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  PT.  NRW 

menunjukkan bahwa laporan keuangan komersial yang dibuat sesuai dengan 

peraturan di dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku. Dalam 

melakukan perhitungan pajak penghasilan badan terutang dibutuhkan laporan 

keuangan secara fiskal. Terdapat perbedaan pengakuan, perlakuan, dan 

pencatatan biaya (beban) dan pendapatan (penghasilan) menurut SAK dalam 

laporan keuangan komersial dan menurut undang-undang perpajakan dalam 

laporan keuangan fiskal. Dengan adanya perbedaan tersebut membuat laporan 

laba/rugi perusahaan menurut komersial dan fiskal menjadi berbeda. Untuk 

mengatasi  perbedaan  tersebut,  perusahaan  harus  melakukan  koreksi  fiskal
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atas laporan keuangan komersial baik koreksi fiskal positif maupun koreksi 

fiskal negatif agar perbedaan tersebut dapat teratasi. 

 
 

3.    Batasan Masalah 
 

Penelitian ini memiliki lingkup yang cukup luas oleh karena itu 

diperlukannya pembatasan masalah agar hasil penelitian lebih terfokus. 

Berdasarkan  latar belakang  dan  identifikasi  masalah  yang  telah  diuraikan 

sebelumnya, maka disimpulkan bahwa batasan masalah pada penelitian ini 

adalah  analisis  rekonsiliasi  fiskal  dalam  perhitungan  PPh  badan  terutang 

tahun 2021. 

 
 

4.    Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah 

dijelaskan  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  rumusan  masalah 

yang didapat antara lain: 

a. Apakah PT. NRW telah melakukan rekonsiliasi fiskal dengan benar 

sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku untuk tahun pajak 

2021? 
 

b. Apakah PT. NRW telah melakukan perhitungan pajak penghasilan 

badan  terutang  dengan  benar  sesuai  Undang-Undang  Perpajakan 

yang berlaku untuk tahun pajak 2021? 

 
 

B.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

1.    Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah PT. NRW telah melakukan rekonsiliasi 

fiskal dengan benar sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku 

untuk tahun pajak 2021.
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b. Untuk mengetahui apakah PT. NRW telah melakukan perhitungan 

pajak penghasilan badan terutang dengan benar sesuai Undang- 

Undang Perpajakan yang berlaku untuk tahun pajak 2021. 

 
 

2.    Manfaat Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.    Bagi Penulis 
 

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan serta 

pandangan  penulis  terhadap  perpajakan  di  Indonesia  khususnya 

dalam analisis rekonsiliasi fiskal serta perhitungan pajak penghasilan 

badan terutang. Diharapkan juga dapat berguna sebagai bekal karir 

penulis di masa yang akan datang. 

b.    Bagi Perusahaan 
 

Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  bagi  PT.  NRW 

sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal 

terhadap laporan keuangan komersial dan dalam melakukan 

perhitungan   pajak   penghasilan   badan   terutang   sesuai   dengan 

Undang-Undang Perpajakan yang masih berlaku di Indonesia. 

Diharapkan  juga  perusahaan  dapat  menerapkannya  di  masa  yang 

akan datang. 

c.    Bagi Pembaca dan Penelitian Selanjutnya 
 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan menambah 

wawasan bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi  bagi  para  peneliti  selanjutnya.  Para  peneliti  selanjutnya 

dapat  mengevaluasi  informasi  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini 

untuk dilakukan perbaikan dari adanya kekurangan di dalam penelitian 

ini.
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